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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perlakuan penyusutan aset 
tetap antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 72 Tahun 2023, serta dampaknya terhadap penerapan koreksi fiskal 
pada laporan keuangan komersial perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT AW, 
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang restoran, yang diketahui mengalami 
ketidaksesuaian dalam perhitungan penyusutan aset tetap antara pendekatan 
komersial dan fiskal. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan kebutuhan untuk 
dilakukan koreksi fiskal agar laporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan 
yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan 
penyusutan aset tetap secara komersial menurut SAK dan secara fiskal menurut 
PMK 72 Tahun 2023, kemudian menghitung selisih yang terjadi sebagai dasar 
penentuan koreksi fiskal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
signifikan dalam aspek masa manfaat, tarif penyusutan, dan waktu dimulainya 
penyusutan. Selisih ini menghasilkan koreksi fiskal positif, yang menyebabkan 
peningkatan laba kena pajak dan PPh Badan yang harus dibayar. Koreksi fiskal 
terbukti penting dalam menyusun rekonsiliasi fiskal agar pelaporan pajak menjadi 
akurat dan sesuai regulasi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya 
pemahaman dan penerapan koreksi fiskal yang tepat untuk meningkatkan 
kepatuhan dan efisiensi dalam pelaporan pajak perusahaan. 

 
Kata Kunci: koreksi fiskal, penyusutan aset tetap, SAK, PMK 72 Tahun 
2023, laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang  

Di dunia usaha, laporan keuangan memiliki peran yang sangat krusial 

sebagai alat komunikasi utama untuk menggambarkan kondisi keuangan dan 

kinerja perusahaan kepada berbagai pihak berkepentingan, seperti pemilik 

usaha, manajemen, investor, kreditur, dan juga otoritas perpajakan. Laporan 

ini biasanya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

berlaku umum di Indonesia, dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang 

andal, relevan, dan dapat dibandingkan secara komersial. Namun demikian, 

perlu dipahami bahwa laporan keuangan komersial sering kali tidak 

sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perpajakan yang mengatur prinsip-

prinsip tersendiri dalam menghitung penghasilan kena pajak, pengakuan 

biaya, serta penyusutan aset. Salah satu regulasi perpajakan yang berperan 

penting dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

72/PMK.03/2023 tentang penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta 

tidak berwujud untuk tujuan perpajakan.  

PMK ini memberikan pedoman teknis dan ketentuan khusus mengenai 

bagaimana aset tetap dan aset tak berwujud harus diperlakukan untuk 

keperluan fiskal, termasuk klasifikasi masa manfaat, metode penyusutan, 

serta syarat penggunaan aset untuk pengakuan biaya penyusutan. Perbedaan 

antara SAK dan aturan perpajakan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan 

koreksi fiskal, yaitu penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial agar 
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sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan hal ini menjadi isu 

penting dalam praktik akuntansi perpajakan di Indonesia (Berliantonnis & 

Wibowo, 2022). 

Perbedaan mendasar antara prinsip dalam akuntansi komersial dan aturan 

perpajakan menyebabkan perlunya dilakukan koreksi fiskal, yaitu suatu 

proses penyesuaian terhadap laporan laba rugi komersial agar sesuai dengan 

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena 

laporan keuangan komersial disusun berdasarkan asas akuntansi yang berlaku 

umum (SAK), yang lebih menekankan pada penyajian yang wajar dan relevan 

secara ekonomi, sedangkan peraturan perpajakan memiliki fokus pada 

kepastian hukum, pengamanan penerimaan negara, serta prinsip kehati-hatian 

dalam pengakuan biaya dan penghasilan. Koreksi fiskal dilakukan ketika 

terdapat dalam laporan komersial yang menurut pajak tidak dapat diakui 

sebagai pengurang penghasilan atau harus disesuaikan nilai maupun 

periodenya (Dali & Hanafi, 2022).  

Koreksi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Koreksi fiskal positif, yaitu 

koreksi yang dilakukan untuk menambah penghasilan kena pajak, karena 

adanya biaya yang secara komersial diakui namun tidak dapat dikurangkan 

secara fiskal, seperti beban penyusutan atas aset pribadi, biaya yang tidak 

memiliki bukti pendukung yang sah, atau beban yang melebihi ketentuan 

perpajakan. Sedangkan Koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi yang mengurangi 

penghasilan kena pajak, karena terdapat penghasilan atau potongan pajak 

yang diakui secara fiskal namun belum diakui secara komersial, seperti 
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kompensasi kerugian fiskal atau penyusutan aset yang nilainya lebih kecil 

dari pengakuan komersial (Ramadhanti A. & Dewi, 2023). Koreksi fiskal ini 

sangat penting untuk menghasilkan rekonsiliasi fiskal yang tepat dalam 

pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, sehingga perusahaan tidak 

mengalami kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi perpajakan. 

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap koreksi fiskal 

menjadi kebutuhan penting bagi praktisi akuntansi dan perpajakan dalam 

rangka menjaga kepatuhan serta efisiensi beban pajak yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 merupakan 

bentuk penyederhanaan dan pembaruan dari beberapa regulasi sebelumnya 

yang mengatur mengenai penyusutan dan amortisasi aset tetap untuk 

keperluan perpajakan. Regulasi ini menggantikan dan menggabungkan 

ketentuan yang terdapat dalam PMK Nomor 96/PMK.03/2009 serta PMK 

Nomor 249/PMK.03/2008, sehingga menciptakan satu acuan yang lebih 

komprehensif dan terintegrasi. Salah satu tujuan utama dari PMK ini adalah 

memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi bagi wajib 

pajak, baik yang bergerak di sektor umum maupun sektor khusus seperti 

kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Dalam regulasi terbaru ini, ketentuan 

terkait masa manfaat aset, metode penyusutan, serta perlakuan atas aset yang 

tidak sepenuhnya digunakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak 

dijelaskan secara lebih rinci dan sistematis.  
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PMK 72 Tahun 2023 menekankan pentingnya penyesuaian antara kondisi 

aset dan perlakuan perpajakannya, guna memastikan penghitungan pajak 

yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan fiskal. Namun demikian, 

terdapat sejumlah perbedaan prinsip yang cukup signifikan antara ketentuan 

fiskal dalam PMK 72 Tahun 2023 dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), 

yang sering menjadi dasar pencatatan dalam laporan keuangan komersial. 

Perbedaan ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, terkait masa 

manfaat aset, SAK mengacu pada estimasi masa manfaat ekonomis yang 

didasarkan pada pertimbangan profesional manajemen, kondisi aset, serta 

pola pemanfaatannya dalam entitas. Sementara itu, PMK 72 menggunakan 

klasifikasi golongan aset tetap yang masa manfaatnya telah ditentukan secara 

eksplisit oleh peraturan, tanpa memperhatikan kondisi aktual masing-masing 

aset. Kedua, dalam hal metode penyusutan, SAK memberikan fleksibilitas 

bagi entitas untuk memilih metode yang paling mencerminkan pola konsumsi 

manfaat ekonomis dari aset tersebut, seperti metode garis lurus, saldo 

menurun, atau metode unit produksi (Harta & Berwujud, 2022).  

Sebaliknya, PMK 72 membatasi pilihan metode hanya pada dua metode 

standar, yaitu garis lurus dan saldo menurun, tanpa mempertimbangkan 

variasi penggunaan aset di lapangan. Ketiga, terdapat perbedaan dalam waktu 

mulai dilakukannya penyusutan. Berdasarkan PMK 72, penyusutan dimulai 

saat aset telah digunakan atau siap digunakan secara operasional untuk 

menghasilkan penghasilan kena pajak. Sementara dalam SAK, penyusutan 

dapat dimulai sejak aset diklasifikasikan sebagai siap digunakan, meskipun 
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secara aktual belum dioperasikan. Ketidaksesuaian antara dua sistem 

pencatatan ini menimbulkan konsekuensi yang harus diperhatikan oleh wajib 

pajak, yaitu perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam penyusunan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Rekonsiliasi ini 

bertujuan untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial 

dan perhitungan fiskal, sehingga kewajiban pajak dapat dihitung dengan 

benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.  

Rekonsiliasi fiskal yang tidak dilakukan secara tepat dan akurat, dapat 

menimbulkan berbagai risiko, seperti sanksi administrasi, denda atas 

kekurangan pembayaran pajak, serta potensi koreksi fiskal dalam proses 

pemeriksaan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang 

mendalam terhadap perbedaan antara SAK dan PMK 72 Tahun 2023, serta 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan pajak, menjadi sangat 

penting bagi entitas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara 

tertib dan sesuai ketentuan. 

PT AW merupakan sebuah restoran yang menjual masakan hidangan khas 

barat dan telah berdiri sejak 2014. Dalam penyusunan laporan keuangan, 

perusahaan ini telah menggunakan SAK dan membuat daftar aset tetap 

dengan total 322 aset. Penentuan masa manfaat aset dilakukan berdasarkan 

pertimbangan profesional manajemen. Berdasarkan daftar penyusutan aset 

yang disampaikan dalam SPT PPh Badan Tahun 2023, fiskus menemukan 

perbedaan signifikan antara beban penyusutan komersial dan fiskal. Atas 

temuan tersebut, fiskus mengirimkan Surat Himbauan melalui SP2DK (Surat 
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Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) kepada PT AW untuk 

melakukan koreksi fiskal sesuai perhitungan PMK 72 Tahun 2023. 

B. Rumusan Kesenjangan  

Kesenjangan yang timbul adalah perbedaan perlakuan penyusutan aset 

tetap antara SAK dan PMK 72 Tahun 2023, yang memengaruhi koreksi serta 

rekonsiliasi fiskal dalam pelaporan pajak PT AW 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan  

1. Tujuan Penulisan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perlakuan 

penyusutan aset tetap antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023, serta 

dampaknya terhadap proses koreksi dan rekonsiliasi fiskal dalam pelaporan 

pajak penghasilan badan pada perusahaan restoran. Selain itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam 

menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan 

terbaru agar pelaporan pajak menjadi lebih akurat dan sesuai dengan 

peraturan fiskal yang berlaku. 

2. Manfaat Penulisan 

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

memahami dan mengimplementasikan ketentuan PMK 72 Tahun 2023 

terkait penyusutan aset tetap untuk keperluan perpajakan, serta 
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melakukan koreksi fiskal dan rekonsiliasi yang tepat. Dengan demikian, 

perusahaan dapat meminimalisir risiko kesalahan pelaporan pajak yang 

berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan denda dari otoritas 

perpajakan. 

b. Bagi Politeknik Negeri Bali 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kajian 

akademik dengan menghadirkan analisis praktis terkait penerapan 

peraturan perpajakan terbaru dalam pelaporan keuangan perusahaan. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi 

bahan ajar yang berguna dalam pengajaran bidang akuntansi keuangan 

dan perpajakan. 

c. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai sumber referensi bagi 

mahasiswa dalam memahami perbedaan dan hubungan antara standar 

akuntansi keuangan dan regulasi perpajakan, khususnya terkait 

penyusutan aset tetap dan pelaporan pajak penghasilan badan. Selain itu, 

penelitian ini membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi 

tantangan dunia kerja di bidang akuntansi dan perpajakan. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan antara perhitungan 

penyusutan secara komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) dengan penyusutan secara fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan 

dalam PMK Nomor 72 Tahun 2023. Beberapa aset yang masa manfaatnya 

telah habis masih disusutkan oleh perusahaan, sementara aset lain disusutkan 

sekaligus, yang bertentangan dengan prinsip penyusutan fiskal yang 

seharusnya dilakukan secara sistematis. Perbedaan ini menimbulkan koreksi 

fiskal positif yang berpengaruh terhadap penghitungan laba kena pajak. Aset 

yang masih disusutkan oleh perusahaan meskipun masa manfaatnya telah 

habis, serta terdapat aset yang disusutkan sekaligus pada tahun berjalan, yang 

tidak sesuai dengan prinsip penyusutan fiskal yang harus dilakukan secara 

sistematis dan bertahap. Ketidaksesuaian ini menimbulkan koreksi fiskal 

positif yang memengaruhi penghitungan laba kena pajak. Selain itu, akibat 

keterlambatan dalam pelunasan pajak kurang bayar sebesar  33.611.274, 

perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5.041.691. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan perlakuan penyusutannya 

agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, guna menciptakan 

pelaporan pajak yang benar dan menghindari sanksi di kemudian hari. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, disarankan 

agar PT AW meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam menerapkan 

ketentuan perpajakan terkini, khususnya PMK Nomor 72 Tahun 2023. 

Perusahaan perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap penyusutan 

aset tetap dan memastikan bahwa klasifikasi aset, masa manfaat, serta metode 

penyusutan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan fiskal yang 

berlaku. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk menyusun sistem 

pelaporan aset tetap yang lebih terintegrasi antara pelaporan komersial dan 

fiskal. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan secara lebih 

efisien dan akurat, serta meminimalisir risiko kesalahan pelaporan yang dapat 

berujung pada sanksi perpajakan. Bagi pihak-pihak yang berkecimpung di 

bidang akuntansi dan perpajakan, penelitian ini menunjukkan pentingnya 

pemahaman terhadap perbedaan antara standar akuntansi dan regulasi 

perpajakan. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, 

tetapi juga untuk perencanaan pajak yang efisien dan berkelanjutan. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan strategis terkait pelaporan keuangan dan perpajakan 

di perusahaan. 
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